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TINJAUAN PERJANJIAN PADA UMUM NYA. PERJANJIAN JUAL BELI DAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinjauan umum tentang Perjanjian pada umumnya
1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan
bahwa:“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” ! Berdasarkan rumusan
tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah:

a. Suatu perbuatan.

b. Antara sekurangnya dua orang.

c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji

tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313
KUHPerdata menjelaskan kepada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi
jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara

fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.?

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata di atas, maka dapat dirumuskan bahwa
perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan yang terletak

1 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, , Jakarta,
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di dalam lapangan harta kekayaan. Definisi tersebut jelas terdapat konsensus antara
pihak-pihak, untuk melaksanakan suatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat
dinilai dengan uang.®

Rumusan tersebut di atas selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap
karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan
sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu kiranya
diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang

bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum

2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatan diri nya” dalam pasal

1313 KUHPerdata.

Dari uraian tersebut diatas sehingga perumusannya menjadi “persetujuan
adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau
saling mengikatkan dirinya terhadap saru orang atau lebih”

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Apabila dirinci, perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

a. Essensialia, unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan
syarat sahnya perjanjian. Unsur essentialia dalam perjanjian mewakili
ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah
satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang
membedakankannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur
essentialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan,

definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.
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b. Naturalia, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam
perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam
perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
Unsur naturalia pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu yaitu berupa
kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-
cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan
Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak
hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya,
melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan
oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

c. Accidentalia, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan
ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak
sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang
ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka
unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus

dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.®

3. Asas-Asas Perjanjian
Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar
kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Kata konsensualisme,
Asas konsesualisme berasal dari bahasa latin “consensus”, yang berarti sepakat.

Asas konsensualisme, dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata.
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Yang berbunyi : “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua
belah pihak”.

b. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)
Asas Pacta Sunt servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat
disimpulkan, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi : “Perjanjian
yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang Undang, bagi mereka yang
membuatnya”.

c. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak, dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku
sebagai Undang-undang bagi mercka yang membuatnya”. Asas Kebebasan
berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak,
untuk :’

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.

2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.

3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

d. Asas Kepatutan
Asas ini, dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi bahwa |,
“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat
perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”, dimana

berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

7 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw), Op.Cit, him. 158



e. Asas Kebiasaan
Asas ini, dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya
mengikat, untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang
menurut kebiasaan lazim diikuti. Diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347

KUHPerdata.?

Pasal 1339 KUHPerdata, menyatakan ;

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat, untuk hal-hal yang dengan tegas,
dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala suatu yang menurut sifat
perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang «

Pasal 1347 KUHPerdata, menyatakan :

“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan,dianggap secara diam-
diam dimasukan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

f. Asas iktikad baik (Goede Trouw)
Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata). Itikad baik ada dua yaitu:3®
1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.

2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang

g. Asas Kepribadian
Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali
untuk dirinya sendiri. Pengecualian tentang janji untuk pihak ketiga terdapat
dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat (1) berbunyi
“Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu
perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain,

mengandung syarat semacam itu”, dan ayat (2) berbunyi “ Siapa pun yang telah

8 1bid., hIm.159-160



menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah
menyatakan akan mempergunakan syarat itu”.
4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan pada ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian,
diperlukan 4 (empat) syarat:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya Artinya sebelum ada persetujuan,
biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan sehingga tercapai persetujuan
antara kedua belah pihak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Pada umumnya orang dikatakan cakap
melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin
meskipun belum berumur 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan.

c. Suatu pokok persoalan tertentu Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat
tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang
membuatnya. Selagi pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat,
meskipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang (Causa yang Halal).

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang
mengadakan perjanjian, melainkan memperhatikan isi perjanjian yang menggambarkan
tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau
tidak, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.®

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat subjektif,
karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak

dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat

9 Subekti dan Tjitrosudibio, Op.Cit., him 339.



objektif, karena mengenai suatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak

dipenuhi, perjanjian batal demi hukum.°

5. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah
Akibat hukum perjanjian yang sah berdasarkan pasal 1388 Kuhperdata adalah :

(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.

(2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah
pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup
untuk itu.

(3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak
pembuatnya, artinya pihak-pihak harus taat perjanjian itu sama dengan menaati
undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama
dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu
sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan
mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.!!

Pelaksanaan dengan itikad baik, ada dua macam, yaitu sebagai unsur subjektif,
dan sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan. Dalam hukum benda unsur
subjektif berarti “kejujuran® atau “kebersihan® si pembuatnya. Namun dalam Pasal
1338 ayat (3) KUHPerdata, bukanlah dalam arti unsur subjektif ini, melainkan
pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma
kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah ukuran

objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu.

10 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., him. 228-232.
11 1bid., him. 97.



Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan,
kesesuaian, kecocokan; sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Kata ini
dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut,
pantas, layak, sesuai, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh
masing-masing pihak yang berjanji.?

Dalam suatu masyarakat, dimana sudah ada peredaran uang berupa mata uang
sebagai alat pembayaran yang sah, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang
paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat.Wujud dari perjanjian jual beli
ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling
berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457
KUHPerdata. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah;

“suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah
dijanjikan.”

Dari pengertian menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, dapat
disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak
penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang danpihak pembeli
berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang
semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah
ada penyerahan secara yuridis sesua idengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata.
Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya
orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun

kebendaan itu belum diserahkan

Perjanjian memiliki kaitan yang erat dengan jual beli, dimana jual beli adalah

suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk

12 1bid., him. 99.



menyerahkan hak milik atas suatu barang. Sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji
untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari persoalan

milik tersebut.

Kemudian dalam Pasal 1491 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk
menjamin dua hal, yaitu:

1. penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram;

2. tidak adanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang
sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian
yang dikarenakan penjual tidak memenuhi prestasi yang telah di perjanjikan
sebelemunya dalam pelaksanaan jual beli melalui perantara.

6. Perbuatan Melawan Hukum

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
pengertian mengenai perbuatan melawan hukum tidak dicantumkan secara jelas
dan pasti. KUHPerdata hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila
seseorang, yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh orang lain, hendak mengajukan ganti rugi ke pengadilan. Adapun
Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa : “Tiap perbuata melawan hukum, yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut

7. Overmacht
Dalam perjanjian jual beli juga dikenal dengan overmacht. Overmacht yang
diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Dua Pasal ini, terdapat dalam

bagian yang mengatur tentang ganti rugi.

Pasal 1244 KUHPerdata, menyatakan ;



Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus menghukum mengganti
biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak
atau tidak pada waktu, yang tepat dilaksanakannya perikatan itu,
disebabkan karena suatu hal yang tidak terdugapun tidak dapat
dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun, jika itikad buruk
tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdata, menyatakan ;

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran
keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja, si
berutang berhalangan memberikan atau berbuat suatu yang diwajibkan,

atau lantaran hal-hal yang sama yang telah melakukan perbuatan yang
terlarang.

Overmacht ialah suatu keadaan yang “memaksa”. Overmacht menjadi landasan
hukum yang “memaafkan” kesalahan seorang debitur. Peristiwa overmacht
“mencegah” debitur menanggung akibat dan resiko perjanjian. Itulah sebabnya
overmacht merupakan penyimpangan dari asas hukum. Menurut asas umum setiap
kelalaian dan keingkaran mengakibatkan si pelaku wajib mengganti kerugian serta
memikul segala resiko akibat kelalaian dan keingkaran. Akan tetapi jika pelaksanaan
pemenuhan perjanjian yang menimbulkan kerugian terjadi karena overmacht, debitur
dibebaskan menanggung kerugian yang terjadi.Ini berarti apabila debitur tidak

melaksanakan perjanjian yang menyebabkan timbulnya kerugian dari pihak kreditur.

Kerugian terjadi semata-mata oleh keadaan atau peristiwa di luar kemampuan
perhitungan debitur, maka keadaan atau peristiwa tadi menjadi dasar hukum yang
melepaskan debitur dari kewajiban mengganti kerugian (schadevergoeding). Dengan
kata lain, debitur bebas dan lepas dari kewajiban membayar ganti rugi, apabila dia
berada dalam keadaan “overmacht”, dan overmacht itu menghalangi/ merintangi

debitur melaksanakan pemenuhan prestasi.

Dalam keadaan overmacht debitur dibebaskan dari kewajiban pemenuhan

(nakoming) dan membayar ganti kerugian (schadevergoeding). Untuk menjelaskan



pembebasan  debitur maka timbul beberapa teori, antara lain: Teori
“ketidakmungkinan” (onmogeljkeheid). Ajaran “penghapusan atau peniadaan
kesalahan” (afwezigheid van schuld) berarti dengan adanya overmacht meniadakan
kesalahan, sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak boleh/tidak dapat
dipertanggung jawabkan kepada debitur. Menurut ajaran ‘“ketidakmungkinan”,
overmacht adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur berada dalam keadaan

“tidak mungkin” melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.

Kadang-kadang overmacht itu hanya sedemikian rupa saja. Tidak sampai betul-
betul merintangi/ menghalangi seseorang untuk melaksanakan kewajiban yang

diperjanjikan karena itu ketidakmungkinan itu harus dibedakan antara:

a. Ketidakmungkinan  “absolut” atau  ketidakmungkinan  “objektif”

(absolutonmogelijkheid).

b. Ketidakmungkinan  “relative” atau ketidakmungkinan  “subjektif”

(relativeonmogelijkheid)

Disamping adanya perbedaan antara ketidakmungkinan objektif/ absolut dan
subjektif, perlu kiranya dipertanyakan, apakah dalam overmacht yang menimbulkan
ketidakmungkinan melaksanakan pemenuhan perjanjian terhadap peranan “culpa
(kealpaan)” pada diri debitur. Jika ada culpa pada debitur, rintangan yang terjadi buka
semata-mata karena overmacht. Alasan ketidakmungkinan tidak memadai melepaskan

debitur dari kewajiban membayar ganti rugi.*®

. Tinjauan umum tentang Jual Beli

13 M Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung, 1986, him.85.



1. Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan
dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan
menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan
mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang

kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.'4
2. Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga,
dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda
yang menjadi objek jual beli.®® Seperti yang di atur di dalam Pasal 1465
KUHPerdata yang berbunyi, “harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak.
Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu
tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu

pembelian”.

Perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju
tentang harga dan barang, perjanjian jual beli akan ada saat terjadinya atau
tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Sifat konsensual dari perjanjian
jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi “ jual
beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka
mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum

diserahkan maupun harganya belum dibayar .1

14 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung, 2010, him. 243.
15 R. Subekti , Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, him.2
16 Ibid., him.2



Asas-asas perjanjian diatur dalam KUHPerdata, yang sedikitnya terdapat 5
asas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak

2. Asas konsensualisme

3. Asas kepastian hukum

4. Asas itikad baik

5. Asas kepribadian

Pasal 1321 KUHPerdata dinyatakan bahwa “Tiada sepakat yang sah jika
sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau
penipuan®. Mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri, dapat dilihat
dalam Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUHPerdata.

3. Kewajiban Penjual

Bagi penjual ada kewajiban utama, yaitu:

a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban
menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum
diperlukan untuk mengalinkan hak milik atas barang yang diperjual
belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung

terhadap cacat-cacat tersembunyi.t’

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa
barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari
suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Mengenai cacat tersembunyi maka

penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya

17 Subekti, Aneka Perjanjian,: PT Alumni, Bandung, 1982, him. 8.



meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual
beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan
menanggung suatu apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat
oleh pembeli yang normal.®
4. Kewajiban Pembeli
Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdata, ada dua hal yang wajib ditangggung atau
dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:
a. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram
b. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat
menjadi alasan pembatalan
Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada
waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan
tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus
dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan.
Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat
menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut
pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang
dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang atau jasa tersebut pada umumnya
merupakan barang dan jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu

terhadap yang lainnya. Namun kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya

18 Ibid., him.8



dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak
seimbang, dimana konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen menjadi
objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku
usaha melalui jalan promosi, cara penjualan, serta perjanjian standar yang
merugikan konsumen.*®

Timbul kesadaran konsumen, telah melahirkan salah satu cabang baru dalam
ilmu hukum yaitu hukum Perlindungan Konsumen atau yang dikenal juga dengan
hukum konsumen (consumers law). Hukum perlindungan konsumen merupakan
cabang hukum yang bercorak universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai
hukum asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di seluruh
Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu termasuk
hukum adat. 2°

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen
merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberikan perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum,” diharapkan sebagai benteng
untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha
hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya
menjamin kepastian hukum bagi konsumen.?

Az. Nasution mendefinisikan Perlindungan Konsumen adalah bagian dari

hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga

19 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2001, him. 11-12.

2 |bid him. 12.

2L Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004 him. 1.



mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum
konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang
mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang

berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.??

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia yaitu Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya dasar
hukum tersebut, maka jelaslah sudah bahwa perlindungan hukum terhadap hak dan
kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha mengenai pengaturannya. Undang-
Undang Perlindungan Konsumen ini memuat aturan-aturan hukum tentang
perlindungan kepada konsumen yang berupa paying bagi perundang-undangan
lainnya yang menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan perundang-
undangan itu, sehingga memperkuat penegakkan hukum dibidang perlindungan
konsumen. Dilihat dari isinya, UUPK ini, memuat garis-garis besar perlindungan
kepada konsumen yang memungkinkan lagi untuk di atur dalam perundang-
undangan tersendiri. 2

Ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa, hukum perlindungan
konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Penggolongan demikian
karena masalah yang diaur dalam hukum konsumen adalah hal-hal yang
berhubungan dengan pemenuhan kebuthan barang dan/atau jasa. Ada pula yang
mengelompokan hukum konsumen kepada hukum bisnis atau hukum dagang,

karena dalam rangkaian pemenuhan barang dan/atau jasa selalu berhubungan

him.22.

22 Az.Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2011,

23 Janus Sidabalok, Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, him. 51



dengan aspek bisnis dan transaksi perdagangan, demikian pula digolongkan

sebagai cabang dari hukum perdata disertai alasan bahwa hubungan antara

konsumen dengan produsen atau pelaku usaha dalam aspek pemenuhan barang
dan/atau jasa tersebut lebih merupakan hubungan-hubungan hukum perdata
berkala.?*

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang juga dapat
dijadikan sebagai sumber hukum bagi perlindungan konsumen antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001, Tanggal 21
Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001, Tanggal 21
Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001, Tanggal 21
Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21
Juli 2001 tentang Pembekuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta
Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota
Malang dan Kota Makasar;

e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Peberhentian Anggota dan

Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

24 N.T.H. Siahaan, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Panta Rei, Jakarta, him. 34.



f.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
302/MPP/KEP/6/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat;

g. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
480/MPP/KEP/6/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
302/MPP/KEP/6/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat;

h. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian
Sengketa Konsmen pada Pemerintah Kota Makasar, Kota Palembang, Kota

Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan.

3. Asas Perlindungan Konsumen
Asas-asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum
kepada konsumen, ada lima asas berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :
a. Asas Manfaat
Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakkan hukum
perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu
pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan
kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi

haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakkan



hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat
dan pada gilirannnya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa;*
b. Asas Keadilan
Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum
perlindungan konsumen ini. Kedua belah pihak dapat berlaku adil melalui
perolehan hak dan kewajiban secara seimbang. Karena itu, Undang-undang ini
mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha
(produsen);?
c. Asas Keseimbangan
Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha dan pemerintah
memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum
perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan
pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang, sesuai dengan hak
dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya
yang lebih besar dari pihak yang lain sebagai komponen bangsa dan Negara;
27
d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa, konsumen akan
memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan
sebaliknya bahwa produk itu tidak mngancam ketentraman dan keselamatan
jiwa dan harta bendanya. Karena itu, undang-undang ini membebankan

sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan

25 Janus Sidabalok, Op.Cit, him.31-32.
26 |bid., him.32
27 |bid., him.32



yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan
produknya;?®
e. Asas Kepastian Hukum
Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati
hukum dan memperolen keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan
konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang
ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang
terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan
sehari-hari, sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena
itu, Negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai
dengan bunyinya.?®
4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen
Prinsip yang diterapkan dalam perlindungan terhadap konsumen antara lain
:30
a. Let the buyer beware (caveat emptor)

Merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas
ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang
sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan.
Prinsip ini  mengadung kelemahan, bahwa dalam perkembangan
konsumen tidak mendapatkan informasi yang memadai untuk menetukan

pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya.

b. The due care theory

2 1bid., hIm.33

2 bid., him. 33.

$http://ainyah38.blogspot.co.id/2013/10/prinsip-prinsip-perlindungan-konsumen.html, diakses pada
hari sabtu 13 januari 2018
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Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk
berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama
pelaku usaha  berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat
dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan
maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian
pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat,
sesuai dengan Pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa
barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk
meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada
suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa
tersebut.
c. The pivity of contract
Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk
melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara
mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak
dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian
konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang.
5. Tujuan Perlindungan Konsumen
Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, yaitu:
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;



c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan
dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 UUPK ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang
ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan
pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.3! Keenam tujuan khusus
perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga
tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan
terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e.

Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam
rumusan huruf a, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk
tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokkan ini tidak

berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a

31 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.cit, him 37.



sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan
ganda.®?

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum
untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan
kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif
(pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis
maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Dalam teori perlindungan hukum oleh Soedikno Mertokusumo yang
menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan
sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu
yang diharapkan dalam keadaan tertentu.** Kemudian pendapat Philipus M.
Hadjon, membedakan dua macam perlindungan hukum terutama bagi rakyat, yaitu
Perlindungan hukum yang preventif dan perlidungan hukum yang represif. Pada
perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk
mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

32 Ahmadi Miru, Op.Cit, him. 35
33 E. Fernando dan M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan
Antinomi Nilai. Cetakan satu, Buku Kompas, Jakarta, 2007, him. 44.



